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DEITGAIT RATIUAT TI'HAIT YAITG UAIIA ESA

BI'PATI SITI'BOIIIX),

: a. bahwa anak adalah karunia fut,an yang Maha Esa dan
tunas, potensi, dan generasi muda penerus

cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirin5ra haa.rt'harkat dan maftabat sebagai marrusia seufuhrr5a,
memiliki peran stratqis dan merrpunyai cid dan sifai
Hrusus )xang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa
dan negara pada rrasa depan;

b. bahwa guna mendulnrng upaya pemenuhan hak anak
sebagaimar:a dimakstd pada huruf a, perlu dibentuk
Rencana Aksi Daeratr Kabupaten La]ok Anak Kabupaten
Sihrbondo Tah,n 2o1g-2o1 z yang)..rg petat<sandnnya
ditetapkan dengan Feratr:ran Bupati Situtondo.

: 1. _undang-undang Nomor z rat'rn 19&+ t€ntang
k,8esahan lbn'ensi meng.nai rorrghapusan ."g.r"
benark Dislaiminasi Terhadap nere*pudn fiembaranNegara Republik Indonesia Tahun r-gg4 Nbmor 29,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277;

2- undang:undang Nomor s9 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (kmbaran Negara Repubtik IndJresiaTahun 1999 Nomor l6s, Tambaha, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3gg6);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2OO2 tentangPerlindunga! Anak (kmbaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1o;9, Tambatran
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aalgl;

4. undang-undang Nomor 13 Tahun 2oog tentang
Ketenagaket -* (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2oog Nomor -3g, ramLatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2z9l;

Jalan PB. Sudirman Nomor l, Situbondo, provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.ia
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5. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O3 tentang Sistem
Fendidikan Nasional (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 789, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali fipfafu terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2OO8 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO6 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang
Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2QO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2OO5-
2O25 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47OO);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6,
?ambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O22);

15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang
Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor I43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
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16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga;

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Fembentukan Feraturan Perundang-Undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Imbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

19. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2Ol2 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (tembaran Negara
Indonesia Nomor 5332);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bag Anak Yang
Mempunyai Masalah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 1O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia 3373);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO6 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 15 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46O4);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Feraturan Femerintah Nomor 5O Thhrm 2OO7 tentang Tata
Cara Felaksanaan Kerja Sama Daerah (Lexnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lernbaran Negar:a Republik Indonesia Nomor 4761);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang
Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi
Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818);

26. Feraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 t€ntang
Tatacara Fendaftaran Ferrduduk dan Fencatatan Sipil;

27. Perat:sran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak;
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Kebijakan
Kabupaten/ Kota layak Anak;

3O. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungal Anak Nomor 3 Tahun 2O11 tentang
Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2O1O
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
terlambat di Kabupa.ten Situbondo;

32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 tahun 2OO6
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

UETUTIISITAIT:

Icrct plrr : PERATIIRAX BITPATI TEtrTA.xG REf,CAIIA AIIEI
DA.ERAII TABITPATEII LAYAI( fiIAI( (RAD"XLAI
KTBUPATEII SITI'BOrIX' TAIil'T zJI3 - 2OI7

BAB I

ITBTEISTUA.r UUUT

P..d I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
3. Bupa.ti adalah Bupa.ti Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah lhbupaten
Situbondo.

6. Badan Pemberda5raan Masyarakat dan Perempuan
selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kabupaten Situbondo.

7. Desa/Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di wilayah
Kabupaten Situbondo.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten
Situbondo yang mengintegrasikan komitmen dan
sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam program dan kegiatan
pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya
keluarga ramah anak.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan;
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10. Rencana Aksi Daerah l(abupa.ten Layak Anak yang
selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen
perencanaan kegiatan dalam rangka mencapa.i indiator
K1,4.

11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/ Kelurahan ramah
anak yang selanjutnya disebut RAKEC, RADes/RAKel
ramah anak adalah dokumen rencana yang memuat
program/ kegiatan secara integrasi dan terukur yang
disusun oleh Pemerintah Kecamatan,
Desa/ Kelurahan dalam jangka waktu tertentu,
sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten,
IGcarnatan, Desa/ Kelurahan layak Anak.

12. Gugu.s Ttrgas l(abupa.ten layak Anak adalah tim yang
telah dibentuk kmerintah Kabupa.ten dalam rangka
melaksanakan Kebiiakan dan Rencana Aksi Daerah
I(abupaten LayakAnak.

13. Felaksanaan Rencana Aksi Daerah KIA adalah Gugus
tugas I(abupaten layak anak 044 Kabupa.ten
Situbondo.

14. Indikator Kl,A adalah variabel yang membantu dalam
mengukur dan mernberikan nilai terhadep Pemerintah
Daerah dalam mengupa.yakan terpenuhi hak anak
untuk terwujudnya I(abupaten/Kota L,afk Anatc

15. Sistem scoring adalah tata cara penilaian status
Ikbupa.ten Layak Anak dengan mengunakan indikator
Kabupa.ten l^ayak Anak.

BAA II

PRIIIAIP DAr TUJUAIT

Pa$l 2

Rencana Aksi Daerah KLA dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip:
a. Non Diskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan

suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status
ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis
anak;

b. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam setiap
pengambilan keputusan yang menyangkut urusan
anak harus dan wajib memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak;

c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, yaitu
semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua hanrs menjamin
kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak;

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu
penghormatan atas hak-hak anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut
hat-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

0・
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P.ral 3

Tujuan dari kebijakan KLA adalah :

a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha di Daerah dalam upaya
mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap
anak, kebutuhan dan kepentingar terbaik bagi anak;

b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia,
keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi
yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia
usaha di Daerah dalam mewujudkan hak anak;

c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak
melalui perumusan strategi dan perencanaan
pembangu.nan Daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan di bidang perlindungan anak;

d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah
dalam mewujudkan pembangunan di bidang
perlindungan anak.

BA'B III

RUAITG LITGKT'P DAIT SASARAII

Por.l 4

Ruang Lingkup Kl,A, antara lain :

a. Pembangunan di bidang Kesehatan, pendidikan,
perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan
pariwisata, baik secara Langsung maupun tidak
langsung berhubungan dengan implementasi hak
anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak.

b. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan,
penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi
dan kepentingan anak dalam pengambilan
keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Sasaran dalam Rencana Aksi Daerah KLA adalah :
l. Pnogram Fengsmbangan Hukum, yang bertangungiawab

adalah SKPDyangmergadi leading sektor KIA,
yang menjadi sasarrr pendekatan dan advokasi adalah
hgo'r Hukum - Sekretariat Daerah.

2. Kegiatan merumuskan instrumen pendataan dapat
melibatkan Perguruan Tingg, yang bertanggungiawab
dalam hal pendataan adalah BAPPEDA dan BPMP,

yang mengelola dan menyebarkan data
dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses
oleh berbagai pihak adalah BPMP dan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adapun
sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan,
Kecamatan, SKPD terkait, termasuk LSM dan Ormas.

3. Peningkatan keterlibatan anak dalam wadah Forum
Anak perlu upaya pengembangan keanggotaan
organisasi Fonrm Anak.
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4. Kement€rian Perrdidikan dan IGbudayaan serta
Kementerian Agama bertangungiawab agar semua anak
mendapa.tkan akses pendidikan dasar gratis untuk
keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah
dan berkualitas serta menyenangkan bagi analq di
lembaga pendidikan formal maupun non formal.

5. Peningkatan pel,ayanan kesehatan bagi ibu hamil dan
anak menjadi tanggungiawab Dinas Kesehatan.

6. Penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak.
7. Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah

bertanggunglawab mengkoordinasikan para pengusaha
agar mengalokasikan dana C.ope Sociat Respons&dity
(CSR) nya untuk mendukung RAD KIA
sesuai Ifumitrnen Bersama dari Ferbankan dan Dunia
Usaha dalam latnching Ihbupaten Situbondo menuju
Kabupa.ten tayak Anak tansal 2 Oktotrur 2012,
termasuk juga memastikan bahwa semtra SKPD terkait
setiap mengalokasikan anggaran pada
Aogram/Kegiatan untuk pelaksanaan RAD KLA,.

BAB IV

PET,AXSAI{AAT

BrShr Kcratu

Unum

Palal 6

Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan nonna,
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak
yang merupakan salah satu bagian urusan wajib
Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan ke
dalam perencanaanr pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan.

B.gtao Kcdua

cugur Tutu KLA

Paml 7

Gugus T\rgas KLA adalah lembaga koordinasi yang
beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah daerah,
DPRD dan kmbaga Hukum yang membidangi Anak,
Perguruan Tinggi, LSOM/LSM, dunia usaha, orang tua
dan anak.

Pasal 8

(1) Datam rangka efektil'rtas pelaksanaan keb[jakan KI"A
dibentuk gugus tugas.

(2) Gugus tugas KLi{, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

」0
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Pasd 9

T\rgas pokok Gugus tugas K[,A adalah :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan
pengembangan KLA.

b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus T\rgas.
c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi

informasi dan edukasi kebiiakan KI"A.
d. Mengumpulkan data dasar.
e. Melakukan analisis kebutuhan yang hrsumber dari

data dasar.
f. Mengumpulkan analisis kebutuhan yang bersumber

dari data dasar.
g. Melakukan deseminasi data dasar.
h. Menentukan fokus dan prioritas program dalam

mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi
daerah (maslaha utama, kebutuhan dan sumber
daya).

i. Menyusun RAD KLA 5 [ima) tahun dan mekanisme
kerja.

j. Menlapkan Peraturan daerah tentang perlindungan
anak.

k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
minimal 1 (satu) Tahun sekali.

BABV

ITDIKAIOR PR(rcRA.T

Persl 10

Indikator Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri
dari indikator :

a. Umum;

b. Khusus.

Peral 11

Indikator Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi bidang :

a. Kesehatan;
b. Pendidikan;
c. Perlindungan;
d. Infrastruktur;
e. Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

Pas.f 12

Indikator Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O

hunrf b meliputi bidang :

a. Pembuatan Kebijakan;

b. Promosi pelaksanaan kebilakan KLA.

C{



AAB VI

PEIBIAYAAIT

Pard 13

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo serta sumber dana Lain yang sah.

BAB Ⅷ

…

P― E14

Peraturan Bupati ini muai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memertntahkan
pe… dangan   Peranan   Bupati   ini   dengan
pcnempa― ya dalam BeHta Dacrah.
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Diundangkan di Situbondo
pada tanggal             l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEW SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEⅡ  SI-ONDO TAHUN 2013 NOMOR 3o
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Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal


